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TENTANG
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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERTANIAN,

bahwa  dengan terbitnya  Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya
dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor
18/Permentan/0T.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013 Tentang
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka
Kreditnya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
dan Angka Kreditnya;

bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan
kelancaran kegiatan teknis di bidang pengendalian
hama penyakit hewan, dan pengamanan produk
hewan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis
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Mengingat

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), Juncto Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3547), Juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010
nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Nomor 4017), Juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
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